BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 4 TAMUN 2007

 TENTANG
PEDOMAN RENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

© bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Per .
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dgsa- aturan Bupati Banyumas

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentan
4 g Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repupllk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3374 ) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4493) yang felah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2006 Nomor 9 Seri E ),

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.
MEMUTUSKAN:

- PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA.




BAB |
KETENTUAN UMUM

Panal 1
m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dongan ;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemy . ,

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mur:urut":il:i::":)':o(r)ll(?hi D‘)’rmnmah
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan ;':i'n:"m tugas
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undan ~{Jnd'|p e
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. g-Undang Dasar

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebaqai
penyelenggara pemerintahan Desa. ebagai unsur

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batag wilayah yan
berwenang untuk mengatur dan. mengurus kepentingan masyarakat seteny\ a'?
bgrdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati daFI)arr’]
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
Desa tersebut.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD
dengan persetujuan bersama kepala Desa,

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang
bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun peraturan
Kepala Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Kades atau yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pimpinan yang ada di desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala Desa yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD
adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM
Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Desa, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPD), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Kas Umum Desa adalah tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh kepala
Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar



seluruh pengeluaran Desa.

Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang
ditentukan oleh kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan,

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke kas Desa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas Desa.

Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.

Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh
ada tidaknya program dan kegiatan Desa yang pengaruh kontribusinya terhadap
prestasi kerja sukar diukur

Belanja Langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya
S;C;)%rtagj ::(ian kegiatan Desa yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja
iukur.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.

g:f;sit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja
a.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima sejumiah
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Desa
dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga,
deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
(bendahara) pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Barang Milik Desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB
Desa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kerugian Desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB Il
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

undang-undangan.
hatikan azas

3

Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan per
efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempeér
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keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

Se .

di:('::(\'n tortib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Hesa
'\du-“ a secara tepat waktu dan tepal guna yany didukung  dangan  bukti r,{,‘,'.
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. ‘ Y

Ta ,
wd:: ‘pada peraturan  perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa hatus betpedoman pada  paetatutar

perundang-undangan

gg}g:nstl\ag?m\mm dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil progtarn
arget yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkar |

dargen tary y g gkan keluatan

- 'S 1 | .

E\Z}IS“ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang
simum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah LS

mencapai keluaran tertentu.

I;l[t:‘i;;ﬁ?n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang

o gkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi

seluas-luasnya tentang keuangan Desa.

Eg\'::fi‘ggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan

et bl ac? seseorang untuk mempeftanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Eeadllan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi
ewenangan daq pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban
berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Kgpatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang
dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa
keuangan Desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

ana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola

Pengelolaan keuangan desa sebagaim
akni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan

dalam masa 1 (satu) tahun anggarany
tanggal 31 Desember.

BAB llI
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan
kekayaan desa yang dipisahkan; Cstr cgon .
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksandan APB Desa;
Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;

b
c. Menetapkan bendahara desa ;

d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
e

Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD),

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalat
dari:

a. Sekretaris Desa; dan

) Perangkat Desa, terdiri
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0. Perangkat Desa lainnya.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaky

<oordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggu
Kepala Desa. iy 9 ggung jawab kepada

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:

8. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.

b. Menyusun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.

c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban
pelaksanaan APBDesa.

d.  Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan
Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai
tugas mencakup :

a.  Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
C. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
STRUKTUR DAN KODE REKENING ANGGARAN
Bagian Pertama
STRUKTUR APB Desa

Pasal 4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari:
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua
penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari:
Pendapatan Asli Desa (PAD Desa);

Bagi Hasil Pajak Kabupaten;

Bagian dari Retribusi Kabupaten;

Alokasi Dana Desa (ADD);

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
dan Desa lainnya;

Hibah;

g. Sumbangan Pihak Ketiga.

®ao0 o

bmal

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, meliputi semua
pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, terdiri dari:
a. Belanjalangsung, dan
b. Belanja tidak langsung
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Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari;
1. Belanja Pegawali; |
3. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal:

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dar:
1. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap; |
). Belanja Subsidi;

Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);

Belanja Bantuan Sosial;

Belanja Bantuan Keuangan;

Belanja Tak Terduga.

W R M

’embi_ayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ di atas, meliputi semua
Jenerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

<embali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. 2 S8 g pun p

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, terdiri dari:
1. Penerimaan Pembiayaan: dan

). Pengeluaran Pembiayaan.
“enerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a di atas,
mencakup:

3. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
D. Penpalran Dana Cadangan.

c.  Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

d. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b di atas,
mencakup:

a. Pembentukan Dana Cadangan.

b. Penyertaan Modal Desa.

c. Pembayaran Utang

Bagian Kedua
Kode Rekening Penganggaran

Pasal 5

Kode pendépatan, kode beldnja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam
penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode

akun pembiayaan.

Setiap kode pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan dalam
penganggaran menggunakan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, kode
rincian obyek dan kode sub rincian obyek.

Untuk tertib pehganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) dan ayat (2)
dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

Urutan kode rekening APBDesa dimulai dari kode akun, kode kelompok, kode jenis,
kode obyek, kode rincian obyek dan kode sub rincian obyek.

Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiaya_a_n sebagaimana
dimaksud Pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.



BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Ren Bagian Pertama
cana Pembangunan Jangka Menaengah Desa (RPJM Desa) dan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

Pasal 6

RPJM Desa untuk jangk i i i visi '
fari Kepala Desa yjang t:r;viﬁ:?u 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi

Setelah berakhir jangka waktu RPJM
_ Desa, Kepala Desa terpilih menyu kembali
RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun: P PRAEEIEEE

{PJM Desa sebagaima [ '
nad . | '
)ulan setelah Kepala Desa clirirl]::{ci'ltl;d pada ayat 1 diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga)

epal

n;i ;aE::a ;):r:js:t;na Bac(ijan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKP Desa yang
aran dari -

>embangunan Desa: ari RPJM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana

’enyusunan RKP ' : i i i
sebelumnya. Desa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran

Bagian Kedua
Penetapan Rancangan APB Desa

Pasal 7
Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
oerdasarkan pada RKP Desa;

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada
Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;

Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh

persetujuan bersama;

Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas,
paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggdfran sebelumnya;
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitikberatkan pada
kesesuaian dengan RKP Desa;

Rancangan Peraturan Desa teritdng APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum
ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat
3 (tiga) hari kerja disampaikan kepddd Bupati untuk dievaluasi;

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas,
ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Format rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |l Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan APB Desa
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Pasal 8

lupali sebagaimana dim ‘
: aksud dalam pasal 7 ayal (7) diatas, harus
valuasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kmia, T ngan

\pabila hasil evaluasi seb
sl @ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alas, mel i
t b ' 8, ampaui bat
\Pg\(l):llnakml(_i, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan D?«n tar:ta“
sa menjadi Peraturan Desa, | "

l);':":l"\i:\l Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdas tentang APB Desa lidak sesuai
it’pgla [\O‘Z‘;‘v’::::‘uﬂ'\ \;l‘\'\‘\:l)\\ (l:mk peraturan parundang-undangan yang lebih tinggi
*pala Desa bersama melakukan penyempurnaan paling lama 7 m  kefia
erhitung sejak diterimanya hasil evaluasi; ' el AR NS

:;:ll))“:):l:::ll!](::iﬂlmfl tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa

yesa By ;,““‘ ‘“: Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan

adiatun 'l~ membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan
akunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

.\5' ¢ g

;b‘;m:“r:;: epsgall{ran Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun ,anggaran

Jupati: \ 9 f’n gaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan

i poeccla AlfHORa — Ll <Y (Cop. Wewoteg

5&;'";? g’;‘s 7K((:UJlllh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat

Blartis ‘K pala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan
jutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;

bl
jeer"‘cab‘gan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan
gan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa;

’elaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana
jimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pelaksanaan APB Desa

Pasal 9

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung
sleh bukti yang lengkap dan sah;

Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi
~vewenang dan tanggungjawabnya;

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain d
peraturan desa;

ari yang ditetapkan dalam

Pasal 10
Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan

lengkap dan sah;
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Kepala

Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan

desa;
Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat
belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa
ditetapkan dalam peraturan kepala desa;

Bendahara desa waijib memunggut pajak penghas

| KEUANGAN\RAPERBUB KEU DESA 2007 editan | doc
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vajib disetorkan seluruh penerimaan

{ potongan d
a5 Negara sesuai dengan ketentuan gan dan pajak yang dipung

utnya k ‘
peraturan perundang-undangan. ya X rekening

Pasal 11

Sisa !ebih perhitungan anggaran (SiIPA)
:emblayaan yang digunakan untuk :

Eﬂ:;i?lb s:gjs;t anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada

). mendanai pelaksanaan ke

> mendanai kewajiban lain
diselesaikan.

tahun sebelumnya, merupakan penerimaan

giatan lanjutan atas beban belanja langsung;
nya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum

Jana cadangan.

1. Dana cadangan dibukukan dalam rekeni i isi
ac ening tersendiri atau disimpan pada kas desa
tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. P

g tDe?:r? d(?f dangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang
Kegi tl etapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
giatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud

Pada huruf b dilaksanakan apabila d cadangan tel i
melaksanakan kegiatan, p ana g elah mencukupi untuk

BAB VI
PERUBAHAN APB Desa

Pasal 12

Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.

0. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

>. Keadaan darurat

1.  Keadaan luar biasa

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Perubahan APB Desa yang disebabkan Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antaq(
ienis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APB Djesg.}

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APB Desa, yaitu Keadaan
yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus
digunakari dalam tahun berjalan.

Pendanadn Keadaan Darurat.
Pendanaan Keadaan Luar Biasa.

Selanjutriya Tata cara evaluasi dan penetaban rancangan peraturan Desa tentang
perubahdn APB Desa menjadi peraturan Desa berldku ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.

Format rancangan peraturan desa tentang 'perubahan APB Desa sebagaimana
tercantum dalam lampiran |Il Peraturan Bupati ini.

~~~



BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Pasal 13

(epala Desa dalam melaksanakan
penatausahaan keuangan desa harus
3endahara Desa. v eliEEan

>enetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus dilakukan

;222'”'“ dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala

Bagian Pertama
Penatausahaan Penerimaan

~ Pasal 14

>enatausahaan sebagaimana di _ .
Buku kas umum:; imaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:

‘\l L

Bendahar_a Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala
Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di
atas, dilampiri dengan:

a. Buku kas umum

b.  Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;

c.  Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Petigeluaran

Pasal 15

Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;

Dokumen periatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang
APB Desa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa melalui ;‘bengajuan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP); -~ .~ ) [ et —
Pengajuan SPP sebdgaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disefujui oleh
Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala
Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan
pengeluaran meliputi:

a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;

c. Buku kas harian pembantu.

10
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Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 16

an pertanggungj
uku kas umun&\llawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

Juku kas pemba _
ntu
engeluaran yang sahpe”nc'an obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti

Jukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara,

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA
Bagian Pertama
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Pasal 17

>ekretaris De

>elaksanaan Si\éngnygzlslg Rgncangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban
i an

Yertanggungjawaban Kepala Desa ancangan Keputusan Kepala Desa tentang

;enkcrae'r[\ag:n SZ?QurZ?\ba(? aimatn a dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan
esa tentang pertanggungjawaban pelak
<epada Kepala Desa untuk dibahas bersama Sl;?DD;gJ pelaksgnagn, ARS iB5sa

zerdzgarkan persetujqan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
2 )I i atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban
elaksanaan APB Desa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

Jaqgka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud ba’dé'éya‘t‘(f) di atas, dilakukan
saling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

-ormat rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Peﬁyampaian Laporan Pertariggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 18

gjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan
Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana
disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

Peraturan Desa tentang Pertanggun
Kepala Desa tentang Keterangan
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) di atas,

Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
11



Pasal 19

i d '
an Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuan
gan

Pasal 20

inaan y
/lembe(:iz:] pengawasan Bupali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi:
an pedoman dan bimbingan pelaksanaan APB Desa;

Aemberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang

nencakup peren
i ;\PpB De::;naan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggung-

2:::32?}(:?1 l;:;ﬁ(;\gaWasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
Pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan desa.

Pasal 21

inaan dan pengawasan Ca . ,
Sl e mat sebagaimana inuti-
Aemfasilitasi administras; keuangan gesa' dimalisu dajam pasal 19 melputy

A et

ﬁ:m::::::t:z: pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;

9t St Aggnéelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan
esa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

BAB X
KERUGIAN DESA

Pasal 22

5 kerugian Desa yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum dan/atau kelalaian
Ita Deiatdan Perangkat Desa harus segera diselesaikan dan wajib mengganti kerugian
ersebut.

Pasal 23

Jalam hal kerugian desa yang disebabkan oleh Tindakan melanggar hukum dan/atau
celalaian oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 22, maka Bupati
segera melakukan tindakan penyelesaian atas kerugian desa yang disebabkan oleh

<epala Desa.

delaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada
Pejabat yang ditunjuk.

Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa upaya darai dan/atau upaya
hukurn sesudi dendan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tindakan upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa kesanggupan Kepala
Desa untuk mengembalikan kerugian desa dengan ditandai Surat Pernyataan
kesanggupan.

Dalam hal upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak menunjukkan hasil, maka
dilanjutkan dengan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam hal kerugian desa yang disebabkan oleh Tindakan melanggar hukum dan/atau
kelalaian oleh perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 22, mal_<a Kepala
Desa segera melakukan tindakan penyelesaian atas kerugian desa yang disebabkan
oleh Perangkat Desa.

KEUANGAN\RAPERBUB KEU DESA 2007 editan 1 doc

12



Jalam pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Tim yan
litunjuk oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa. o

im sebagaimana dimaksud ayat (2) beranggotakan unsur perangkat desa yang ada
lengan jumlah 3 orang.

indakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa upaya damai dan/atau upaya
\ukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

"indakan upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa kesanggupan Perangkat
desa untuk mengembalikan kerugian desa dengan ditandai Surat Pernyataan
«esanggupan.

dalam hal upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak menunjukkan hasil, maka
filanjutkan dengan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

}I‘:)T“ penyelesaian kerugian Desa dalam Peraturan Bupati ini berlaku pula untuk
' aa l:F;erusahaan‘Desa} dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan
gan Desa, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 26

a desa dan perangkat desa yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian desa
. dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan
idang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

'sanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan
sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati

umas ini sebagai bagian yang tidak dipisahkan.
BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

gan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan
ingan desa khususnya lampiran pada Model Buku Adminsitrasi Keuangan Desa dalam
Jtusan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pedoman Administrasi Desa
's menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.



Pasal 29

f kptentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan keuangan desa wajib
asuaikan dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan,

Pasal 30

uran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

b i setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
iini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal M 7 DEC 2007
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